BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

BUPATI GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2023;

bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut
Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2023;



Mengingat

Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan = Kabupaten  Purwakarta  dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4725) sebagaimana telah  diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 18);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah  Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem = Perencanaan Pembangunan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut
RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas
Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah,
RKPD Tahun 2023 dan hasil evalusi Renja Dinas tahun lalu.

(1)

(2)

Pasal 3

Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai
berikut:

BABI : PENDAHULUAN

BABII : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU
BABIII : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
BABV : PENUTUP

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,
dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 54



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan adanya
penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran baik pada
aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan
perencanaan  ditingkat Pusat dan = Daerah, Perencanaan
pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu
20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan
Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Berkaitan dengan hal
1]



tersebut diatas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan dijabarkan dalam
Rencana Kerja Tahunan (RENJA).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut
telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 yang memuat Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya, tujuan, sasaran,
program, kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja
dan kelompok sasaran, serta pagu indikatif. Berdasarkan Pasal 25
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Pasal 17 ayat (2)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan
dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga
memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program, dan kegiatan
dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 harus benar-benar terukur
dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan
anggaran. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu “Garut yang
Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”. Sedangkan salah satu isu strategis
Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu, “Optimalisasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan
publik“. dan Tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023
yaitu, “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan
dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk
Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mewujudkan Visi dan tema
pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023
tersebut, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut disusun berdasarkan
perencanaan Bottom Up dan berbasis kebutuhan masyarakat yang
memberi ruang sebesar-besarnya pada aspirasi masyarakat dan telah
disepakati dalam forum Musrenbang tingkat Kecamatan maupun
tingkat Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023,
berorientasi kepada kebutuhan nyata masyarakat sehingga

diidentifikasikan isu-isu dan masalah strategis serta prioritas

2]



program dan kegiatan, bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai,
ketersediaaan sumber daya dan tepat waktu. Disamping hal tersebut
kami juga memperhatikan hasil Penilaian Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilakukan oleh Ombudsman
Republik Indonesia bahwa Prodak Pelayanan Administrasi di
Pemerintah di Kabupaten Garut dari 52 Prodak Pelayanan diperoleh
Nilai 65,88 dan masuk dalam Zona Kuning dengan Predikat
Kepatuhan Sedang adapun untuk unit layanan Dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil dari 11 (sebelas) Prodak Layanan memperoleh
Nilai 84,87 masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan
tinggi. Pada tahun 2023 kami melakukan pendekatan pelayanan
pada masyarakat melalui Inovasi  Pelayanan Jemput Bola ka
Rorompok (PAJERO). Fokus pelayanan adalah melayani warga yang
jauh dari titik pelayanan sehingga memudahkan warga mendapatkan
dokumen kependudukan yang di butuhkan. Dengan diberlakukannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasannya. Sebagai bahan dalam penyusunan RKPD yang
diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-
benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya

kemampuan anggaran Daerah.

1.2. Landasan Hukum
Pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

3



Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44104421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
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10.

11.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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12.

13.

14.

15.

16.

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 18);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat

Coronavirus Disease (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun
Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2020 tentang tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590 ;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor
237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
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35.

36.

37.

38.

39.

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi

Jawa Barat Nomor 252);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2022 Nomor);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9);Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
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1.3.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).

Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

Peraturan Bupati Garut Nomor 88 tahun 2020 tentang
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Garut (Berita Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 88).

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran

untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1) Sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam meningkatkan
kinerja pelayanan publik;

2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen

perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Garut yang memuat arah kebijakan
pelayanan publik;

b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut
Tahun 2023 adalah :

1) Menjabarkan rencana strategis Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2019-
2024 dalam rencana program dan kegiatan prioritas
Tahun Anggaran 2023;

2) Menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Garut  dalam
melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun Anggaran
2023;

3) Menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun
Anggaran 2023;

4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan
program kegiatan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

5) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam
perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas

dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

BAB1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
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BAB II.

BAB III.

BAB 1V.

BAB V.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

Review Terhadap RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.
3.2.
3.3.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
PENUTUP
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BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada bab ini kami sampaikan kajian (review) terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan
capaian tahun 2022, yang mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan dan/atau realisasi APBD, Realisasi tahun 2021 terdiri
dari 4 Progran , 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan Pagu
Anggaran Rp. 15.090.923.913,00 Realisasi RP.
13.764.832.965,00 (91,21 %)

Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 19 Sub

Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah pelaksanaan anggaran
Rp.24.380.000,- dengan realisasi Rp.23.910.000,-
(98,07%)

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD pelaksanaan anggaran Rp.24.380.000,-
dengan realisasi Rp.23.910.000,- (98,07%)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
pelaksanaan anggaran Rp.5.686.621.305,- dengan
realisasi Rp.5.006.336.341,- (88,04%)

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

pelaksanaan anggaran Rp. 5.686.621.305,- dengan
realisasi Rp. 5.006.336.341,- (88,04%)

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat
Daerah pelaksanaan anggaran Rp.231.561.928,- dengan
realisasi Rp.214.064.286,- (92,44%)

a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

SKPD pelaksanaan anggaran Rp.231.561.928,-
dengan realisasi Rp.214.064.286,- (92,44%)

14|



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
pelaksanaan anggaran Rp.191.897.690,- dengan realisasi
Rp.177.153.500,- (90,50%)

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan pelaksanaan anggaran Rp.36.711.500,-
dengan realisasi Rp.36.711.500,- (100%)

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan perundang-undangan pelaksanaan
anggaran  Rp.155.186.190,- dengan  realisasi
Rp.140.442.000,- (90,50%)

Administrasi Umum Perangkat Daerah pelaksanaan

anggaran Rp.5.789.425.713,- dengan realisasi Rp.

5.373.829.798,- ( %)

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pelaksanaan
anggaran Rp.43.183.800,- dengan realisasi
Rp.43.182.900,- (100%)

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan  Kantor  pelaksanaan  anggaran
Rp.4.619.016.713,- dengan realisasi
Rp.4.239.144.452,- (91,78%)

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan pelaksanaan anggaran
Rp.158.196.600,- dengan realisasi Rp.152.305.350,-
(96,28%)

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan
anggaran Rp.9.975.600,- dengan realisasi

Rp9.960.000,- (99,84%)

e. Sub Kegiatan  Fasilitas Kunjungan  Tamu
pelaksanaan anggaran Rp.368.215.000,- dengan
realisasi Rp.368.202.500,- (100%)

f.  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

konsultasi SKPD pelaksanaan anggaran
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Rp.590.838.000,- dengan realisasi Rp.561.034.596,-
(94,96%)

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah pelaksanaan anggaran

Rp.424.200.000,- dengan realisasi Rp.420.685.620,-

(99,17%)

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau bangunan Lainnya pelaksanaan
anggaran  Rp.424.200.000,- dengan  realisasi
Rp.420.685.620,- (99,17%)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

pelaksanaan anggaran Rp.663.873.527,- dengan realisasi

Rp.641.099.561,- (87,3%)

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
pelaksanaan anggaran Rp.336.000.000,- dengan
realisasi Rp.335.895.000,- (99,97%)

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik pelaksanaan anggaran
Rp.157.833.000,- dengan realisasi Rp.148.094.811,-
(93,83%)

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor pelaksanaan anggaran Rp.170.040.527,-
dengan realisasi Rp.157.109.750,- (92,40%)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah pelaksanaan anggaran

Rp.246.022.000,- dengan realisasi Rp.233.142.595,-

(94,7%)

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
pelaksanaan anggaran Rp.22.800.000,- dengan
realisasi Rp.12.271.100,- (53,82%)

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
lapangan pelaksanaan anggaran Rp.74.222.000,-
dengan realisasi Rp.74.221.495,- (100%)
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c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya pelaksanaan
anggaran Rp.84.900.000,- dengan realisasi
Rp.84.800.000,- (99,88%)

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarna dan
Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
pelaksanaan anggaran Rp.64.100.000,- dengan
realisasi Rp.61.850.000,- (96,49%)

Program Pendaftaran Penduduk dengan 1 (satu ) Kegiatan

dan 3 Sub Kegiatan

1.

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, pelaksanaan
anggaran Rp.1.018.805.000,- dengan realisasi Rp.
1.018.805.000,- (100%)

a. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen
dan rentan Administrasi Kependudukan
pelaksanaan anggaran Rp.44.929.900,- dengan
realisasi Rp. 44.929.900,- (100%)

b. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
pelaksanaan anggaran Rp30.249.900,- dengan
realisasi Rp. Rp30.249.900,- (100%)

c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
kependudukan pelaksanaan anggaran 943.625.200,-
dengan realisasi Rp. 943.625.200,- (100%)

Program Pencatatan Sipil dengan 1 (satu ) Kegiatan dan 1

Sub Kegiatan

1.

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pelaksanaan
anggaran Rp.310.309.700,- dengan realisasi Rp
303.244.000,- (97,72%)

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penataausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
Penting pelaksanaan anggaran Rp310.309.700,-
dengan realisasi Rp. 303.244.000,- (97,72%)
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Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3 (tiga ) Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan

1.

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
pelaksanaan anggaran Rp.313.112.950,- dengan realisasi
Rp 207.273.571,- (66,2%)

a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data

Kependudukan pelaksanaan anggaran
Rp.235.474.700,- dengan realisasi Rp. 158.154.700,-
(67,16%)

b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data
Kependudukan pelaksanaan anggaran
Rp.8.040.000,- dengan realisasi Rp. 7.345.000,-
(91,36%)

c. Sub Kegiatan Inventarisasi Data Untuk Kepentingan
Pembangunan Daerah pelaksanaan anggaran
Rp.56.837.350,- dengan realisasi Rp. 41809371,-
(73,56%)

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan pelaksanaan anggaran

Rp.128.345.000,- dengan realisasi Rp 99.129.393,-

(77,2%)

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data

Kependudukan pelaksanaan anggaran
Rp.64,499,000,- dengan realisasi Rp. 44.872.393,-
(69,57%)

b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
pelaksanaan anggaran Rp.63.846.000,- dengan
realisasi Rp. 54.257.000,- (84,98%)

Kegiatan  pembinaan dan  PengawasanPengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan pelaksanaan

anggaran  Rp.62.369.100,- dengan realisasi Rp

46.159.300,- (74,01%)
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a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
pelaksanaan anggaran Rp.62.369.100,- dengan
realisasi Rp. 46.159.300,- (74,01%).

Adapun pokok-pokok materi yang disajikan antara lain
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi
program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan
yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
renstra perangkat daerah; Kebijakan/tindakan perencanaan
dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel 2.1, dengan format
tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

n-2 (2021) Target | Tahun Berjalan (2022)
Realisasi Program
Crrosam 12 Target Kinerja Target dan Realisasi
Urusan & | Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Kegiatan/S| Capaian
. Program Program Program ub Program
Pemerintahan . : .
Kode (outcomes) / Renstra Dan . Realisasi Kegiatan dan Tingkat
Daerah dan . Target Renja . . . .
. Kegiatan/Sub Perangkat Keluaran Renja . (Renja Kegiatan/ | Capaian
Program/Kegiatan . . Perangkat Tingkat ..
. Kegiatan (Output) | Daerah Tahun Kegiatan s/d Perangkat . .| Perangkat Sub Realisasi
/Sub Kegiatan Daerah Realisasi )
2023 Tahun (n-3) Tahun (n-2) Daerah (%) Daerah Kegiatan Target
2020 2021 Tahun (n-2) ° Tahun (n-1)| s/d tahun | Renstra (%]
2021 2022 berjalan (TW2)
(tahun n-1)
2022
(TW2)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)| 11=(10/4)
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.| Program Persentase 90% 85% 90% 87% 96,66% 90%
Penunjang Pemenuhan
Urusan pelaporan
Pemerintahan capaian kinerja
Daerah dan keuangan
Kabupaten/Kota | sesuai ketentuan
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2.12.01.| Kegiatan Tersusunya 90%
2.01 Perencanaan, Dokumen
Penganggaran, Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Dokumen | 2 Dokumen
2.01.01 | Penyusunan Perencanaan
Dokumen Perangkat Daerah 1 1 0 0 0 0 0]
Perencanaan
Perangkat Daerah
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Laporan 2 Laporan/
2.01.07 | Penyusunan Evaluasi Kinerja Dokumen 1 1 0 0 1 1 100
Evaluasi Kinerja | Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
2.12.01.| Kegiatan Persentase 90%
2.02 Administrasi Pemenuhan
Keuangan pelaporan
Perangkat Daerah| capaian kinerja
dan keuangan
sesuai ketentuan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Orang 62 Orang 48 52 52 100 62 62 100
2.02.01 | Penyediaan Gaji | yang menerima
dan Tunjangan gaji dan
tunjangan ASN
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 1 1 100 1 1 100
2.02.05 | Koordinasi dan Keuangan Akhir
Penyusunan Tahun SKPD dan
Laporan laporan Hasil
Keuangan Akhir | Koordinasi
Tahun SKPD Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
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Tahun SKPD

2.03

2.12.01.

Kegiatan

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada

Persentase
Pemenuhan
kebutuhan
layanan

90%

Perangkat Daerah| administrasi
perkantoran
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Dokumen | 1 Dokumen 100 100
2.03.02 | Pengamanan Pengamanan
Barang Milik Barang Milik
Daerah SKPD Daerah
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Laporan 1 Laporan 0] 100
2.03.06 | Penatausahaan Penatausahaan
Barang Milik Barang Milik
Daerah pada Daerah pada
SKPD SKPD
2.12.01.| Kegiatan Persentase 90%
2.05 Administrasi Pemenuhan
Kepegawaian pelaporan
Perangkat capaian kinerja
Daerah dan keuangan
sesuai ketentuan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Orang 48 Orang 0] 0
2.05.10 | Sosialisasi yang Mengikuti
Peraturan Sosialisasi
Perundang- Peraturan
Undangan Perundang-
Undangan
2.12.01.| Kegiatan Persentase 90%
2.06 Administrasi Pemenuhan
Umum kebutuhan
Perangkat layanan
Daerah administrasi
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perkantoran

2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Paket 1 Paket (37 100 1 1 100
2.06.01 | Penyediaan Komponen Ruangan/ASB

Komponen Instalasi Type 1)

Instalasi Listrik/Penerang

Listrik/Peneran | an Bangunan

gan Bangunan Kantor yang

Kantor Disediakan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Paket 13 Paket 100 13 13 100
2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan

Peralatan dan Perlengkapan

Perlengkapan kantor yang

kantor disediakan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Paket 4 Paket 100 4 4 100
2.06.05 | Penyediaan barang cetakan

Barang Cetakan | dan

dan penggandaan

Penggandaan yang disediakan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Dokumen | 1 Dokumen 100 1 1 100
2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan

Bahan Bacaan dan Peraturan

dan Peraturan Perundang-

Perundang- Undangan yang

Undangan disediakan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Laporan 1 Laporan 100 1 1 100
2.06.08 | Fasilitasi Fasilitasi

Kunjungan Tamu| Kunjungan Tamu
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Laporan 1 Laporan 100 1 1 100
2.06.09 | Penyelenggaraa Penyelenggaraan

n Rapat Rapat Koordinasi

Koordinasi dan

dan Konsul
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Konsultasi

SKPD
2.12.01.| Penatausahaan | Jumlah dokumen | 5 Dokumen 0 5 5 100
2.06.10 | Arsip Dinamis Penatausahaan

pada SKPD Arsip Dinamis

pada SKPD

2.12.01.| Kegiatan Terpenuhinya
2.07 Pengadaan Sarana dan

Barang Milik Prasarana

Daerah Layanan

Penunjang Adminduk.

Urusan

Pemerintah

Daerah
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah unit 13 Unit R.2 100 13 13 100
2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas

Kendaraan Operasional atau

Dinas Lapangan yang

Operasional disediakan

atau Lapangan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Paket 1 Paket 100 1 1 100
2.07.05 | Pengadaan Mebel| Mebel yang (85 m2)

disediakan

2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah unit 7 Paket 100 7 7 100
2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan

Peralatan dan Mesin Lainnya

Mesin Lainnya yang disediakan
2.12.01.| Kegiatan Persentase 90%
2.08 Penyediaan Jasa | Pemenuhan

Penunjang kebutuhan
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Urusan layanan

Pemerintahan administrasi

Daerah perkantoran
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah laporan 1 Laporan 100 1 1 100
2.08.01 | Penyediaan Penyediaan Jasa

Jasa Surat Surat Menyurat

Menyurat
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah laporan 1 Laporan 100 1 1 100
2.08.02 | Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa

Komunikasi, Komunikasi,

Sumber Daya Air | Sumber Daya Air

dan Listrik dan Listrik yang

disediakan

2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah laporan 1 Laporan 100 1 1 100
2.08.04 | Penyediaan Penyediaan Jasa

Jasa Pelayanan | Pelayanan Umum

Umum Kantor Kantor yang

disediakan

2.12.01.| Kegiatan Persentase 90%
2.09 Pemeliharaan pemenuhan

Barang Milik kebutuhan

Daerah layanan

Penunjang administrasi

Urusan perkantoran

Pemerintahan

Daerah
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah 42 Unit 100 42 42 100
2.09.01 | Penyediaan Kendaraan

Jasa Perorangan Dinas

Pemeliharaan, atau Kendaraan

Biaya Dinas Jabatan

Pemeliharaan yang dipelihara

dan Pajak dan dibayarkan
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Kendaraan pajaknya

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan

Dinas Jabatan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah 42 Unit 100 42 42 100
2.09.02 | Penyediaan Kendaraan Dinas

Jasa Operasional atau

Pemeliharaan, Lapangan yang

Biaya dipelihara dan

Pemeliharaan dibayarkan pajak

dan Pajak dan dan perizinnya

Perizinan

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau Lapangan
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Gedung 1 Unit 100 1 1 100
2.09.09 | Pemeliharaan/ Kantor dan

Rehabilitasi Bangunan Lainnya

Gedung Kantor yang dipelihara/

dan Bangunan Direhabilitasi

Lainnya
2.12.01.| Sub Kegiatan Jumlah Sarana 1 Unit 100 1 1 100
2.09.10 | Pemeliharaan/ dan Prasarana

Rehabilitasi Gedung Kantor

Sarana dan dan Ban

gunan
Prasarana

Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Lainnya yang
dipelihara/d
irehabilitasi
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2.12.02.| Program Persentase 90%
Pendaftaran penerbitan
Penduduk dokumen atas
pelaporan
peristiwa
kependudukan
2.12.02.| Kegiatan Kepemilikan 90%
2.01 Pelayanan Kartu Identitas
Pendaftaran Kependudukan
Penduduk
2.12.02.| Sub Kegiatan Jumlah 1 Dokumen |1 Dokumen| 1 Dokumen 100 100 |1 Dokumen|l Dokumen 100
2.01.01 | Pendataan Dokumen hasil
Penduduk Non Pendataan
Permanen dan Penduduk Non
Rentan Permanen dan
Administrasi Rentan
Kependudukan Administrasi
Kependudukan
2.12.02.| Sub Kegiatan Jumlah dokumen | 48 Dokumen |48 Dokumen48 Dokumen 100 100 48 48 100
2.01.02 | Pencatatan, hasil Pencatatan, Dokumen | Dokumen
Penatausahaan | Penatausahaan
dan Penerbitan dan Penerbitan
Dokumen Atas Dokumen Atas
Pendaftaran Pendaftaran
Penduduk Penduduk
2.12.02.| Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 65.000 65.000 65.000 100 100 65.000 65.000 100
2.01.05 | Pencatatan, Pencatatan, Dokumen Dokumen | Dokumen Dokumen | Dokumen
Penatausahgan Penatausahaan (KIA); 255.000 (KIA); (KIA); (KIA); (KIA);
dan Penerbitan | dan Penerbitan Dokumen | 255.000 | 255.000 255.000 | 255.000
Dokumen Atas Dokumen Atas
Pelaporan Pelaporan (KK) dan Dokumen | Dokumen Dokumen | Dokumen
Peristiwa Peristiwa 155.000 (K5K5) (():188 (KK) dan (KK) dan (KK) dan
155.
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Kependudukan | Kependudukan Dokumen 155.000
KIA, KK dan KTP (KTP el)
el
2.12.03.| Program Persentase 90%
Pencatatan Sipil | Penerbitan
dokumen atas
pelaporan
peristiwa penting
2.12.03.| Kegiatan Penerbitan Akta 90%
2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
2.12.03.| Sub Kegiatan Jumlah dokumen 100.050 98.050 98.050 97,72 97.72 98.050 98.050 97.72
2.01.01 | Pencatatan, hasil Pencatatan, Dokumen Dokumen Dokumen Dokume Dokume
Penatausahaan Penatausahaan n n
dan Penerbitan dan Penerbitan
Dokumen Atas Dokumen Atas
Pelaporan Pelaporan
Peristiwa Peristiwa Penting
Penting
2.12.04.| Program Persentase 100%
Pengelolaan pengelolaan dan
Informasi pengolahan
Administrasi database
Kependudukan kependudukan
serta
terfasilitasinya
pemanfaatan
data
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kependudukan

2.12.04.| Kegiatan Persentase 100%
2.01 Pengumpulan Kerjasama

Data Pemanfaatan

Kependudukan Data

dan Kependudukan

Pemanfaatan

dan Penyajian

Database

Kependudukan
2.12.04.| Sub Kegiatan Jumlah dokumen | 2 Dokumen 4 1 Dokumn - 4 Dokumen|3 Dokumen 70
2.01.01 | Pengolahan dan | data Dokumen

Penyajian Data kependudukan

Kependudukan yang diolah dan

disajikan

2.12.04.| Sub Kegiatan Jumlah dokumen 4 Laporan 4 OPD 1 OPD 25 OPD 4 OPD 3 OPD 75 %
2.01.02 | Kerjasama kerjasama

Pemanfaatan pemanfaatan

Data data

Kependudukan kependudukan
2.12.04.| Sub Kegiatan Jumlah dokumen 3 Laporan 14 jenis 73,56 73,56 14 jenis 14 jenis 73,56
2.01.03 | Inventarisasi hasil

Data untuk Inventarisasi

Kepentingan Data untuk

Pembangunan Kepentingan

Daerah Pembangunan
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Daerah

2.12.04.| Kegiatan Persentase 100%
2.03 Penyelenggaraa pemanfaatan
n Pengelolaan data
Informasi kependudukan
Administrasi oleh SKPD
Kependudukan
2.12.04.| Sub Kegiatan Jumlah dokumen 1 Dokumen 3 Buah 3 Buah 100 % 3 Buah
2.03.04 | Penyelenggaraa Penyelenggaraan
n Pemanfaatan Pemanfaatan
Data Data
Kependudukan Kependudukan
2.12.04.| Sub Kegiatan Jumlah dokumen 1 Laporan Leaplet 6500|Leaplet 6500 100 % Leaplet
2.03.07 | Komunikasi, hasil Lembar Lembar 5800
Informasi dan Komunikasi, Lembar

Edukasi kepada
Pemangku
Kepentingan
dan Masyarakat

Informasi dan
Edukasi kepada
Pemangku
Kepentingan dan
Masyarakat

2.12.04.

2.04

Kegiatan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
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2.12.04.
2.04.03

Sub Kegiatan
Bimbingan
Teknis Terkait
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
dan
Pendayagunaan
Data
Kependudukan

Jumlah laporan
hasil Bimbingan
Teknis Terkait
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
dan
Pendayagunaan
Data
Kependudukan

1 Laporan

80 orang

80 orang

74.01

42
kecamat
an

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut
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2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik, maka kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Perangkat Daerah yakni berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masinglImasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Selaras dengan hal
tersebut dan berkenaan dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Indikator
Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten dan kota, adapun IKK dimaksud yakni :

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan @ 2%)

‘ No | IKK Output ‘ IKK Outcome | Rumus Bobot
1. | 1. Penerbitan akta perkawinan | Perekaman KTP | Jumlah Penduduk berumur 17 25%
2. Penerbitan akta perceraian elektronik tahunke atas yang memiliki KTP
3. Penerbitan akta kematian =~ | | emeececceeeen x 100%
1. Penvajian data kependudukan Jumlah penduduk 17 tahun ke
atas
2. | Persentase anak usia| Jumlah anak usia 0-17 tahun | 25%

01-7 tahun kurang 1| kurang 1 (satu) har yang sudah
memiliki KIA
----------------- % 100%

| Jumlah anak usia 0-17 tahun

(satu) hari vang
memiliki KIA

‘ No | IKK Output KK Outcome Rumus Bobot
Kepemilikan akta | Jumlah anak usia 0-18 tahun 25%
kelahiran vang sudah memiliki akta lahir

mmemmeeeeeeeees X 100%
Jumlah anak usia 0-18 tahun
| Jumlah OPD yang telah | Jumlah  OPD vang telah | 25%
memanfaatkan data | memanfaatkan data
kependudukan kt:}]_(rn:_i.udukm_] berdasarkan
perjanjian kerja sama

berdasarkan  perjanjian

DRt (NP X 100%
kerja sama

| Jumlah OPD
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Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang

disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Target Realisasi Proyeksi
. SPM/Sta Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
Indikator (IKK | >0\ 1/3 IKK (IKK | 5050 | Tabun | 56500 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Satatan
Ouput) Nasional Outcome) (thn n- ( tlfr?%ll—l) (thn (thn (thn (thn (thn (thn Analisis
2) n) n+1) n-2) n-1) n) n+1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Penerbitan = | ----- Perekaman
Akta Perkawinan KTP 100 100 100 100 97,12 1 107,8 | 99 % 99%
. % 5%
2. Penerbitan elektronik
Akta Perceraian
3. Penerbitan
Akta Kematian
4. Penyajian
Data
Kependudukan
Persentase 20.000 | 62.000 | 65.00 | 65.000 | 14% [19% |21% |-
anak usia 0
0-17 tahun
kurang 1
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(satu) hari
yang
memiliki
KIA

Kepemilikan
Akta
Kelahiran

95.000

95.000

95.00

100.05

35.59
3/ 90
%

95 %

100 %

100 %

Jumlah
OPD yang
telah
memanfaatk
an data
kependuduk
an
berdasarka
n perjanjian
kerjasama

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kab. Garut
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Dalam manajemen pelayanan publik tingkat kualitas pelayanan
masih belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, antara lain :

a. pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan;

b. belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,

c. masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan
sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan
manajemen kepegawaian meliputi :

a. komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar
lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal
ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat
pendidikan;

b. tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah;

c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat
meningkatkan kinerja.

Bahwa sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
masih menghadapi kendala dan hambatan dalam penyelenggaran tugas
dan fungsi, diantaranya :

a. sarana prasarana penunjang pelayanan masih kurang memadai;

b. personil masih sangat terbatas yang tidak seimbang antara pengguna
layanan dengan petugas yang melayani.

Selain permasalahan dan hambatan tersebut disampaikan pula
tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil diantaranya :

a. jumlah penduduk yang dilayani;

b. letak geografis, luas wilayah, jangkauan pelayanan dan faktor lain
baik eksternal maupun internal

Selain itu kami juga inventarisir peluang untuk meningkatkan
pelayanan yaitu :

a. perhatian pimpinan daerah atas penyelenggaraan administrasi
kependudukan sangat baik;

b. dukungan lembaga legislatif (DPRD) cukup tinggi,

c. kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan cukup tinggi;
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d. tingginya penggunaan data/dokumen kependudukan oleh
lembaga/instansi formal maupun non formal.

Untuk hal tersebut kiranya tidak berlebihan apabila dalam
perumusan program dan kegiatan tahun 2023, dapat menjawab masalah,
kendala dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan dan juga
penyelenggaraan tugas serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil secara keseluruhan melalui penyediaan dan peningkatan sarana

parasarana serta pemenuhan personil baik kualitas maupun kuantitas.

2.4. Review terhadap RKPD

Dalam RKPD wurusan kependudukan dan pencatatan sipil
merupakan salah satu unsur penunjang pencapaian misi kedua yaitu
“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah disertai
Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, dan
program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang terhadap program

unggulan RPJMD, antara lain :

36|



Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

No Program/Kegi Lokasi Inqikat.or Targ'et Inl(;?lf:ti £ Program/Kegi Lokasi Inqikai.:or Targ.et Ia{:b;::: penting

atan Kinerja Capaian atan Kinerja Capaian
(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM Kab. Persentase 90% 18,320,837, | PROGRAM Kab. Persentase 90% 18,320,83
PENUNJANG Garut, Pemenuha 691 | PENUNJANG Garut, Pemenuhan 7,691
URUSAN Tarogong | n urusan URUSAN Tarogong | urusan
PEMERINTAH | Kidul, pemerinta PEMERINTAH | Kidul, pemerintah
AN DAERAH Sukagalih | h daerah AN DAERAH Sukagalih | daerah
KABUPATEN/ sesuai KABUPATEN/ sesuai
KOTA ketentuan KOTA ketentuan
Perencanaan, Kab. Persentase 180,000,000 | Perencanaan, |Kab. Persentase 180,000,0
Penganggaran, | Garut, pemenuha O | Penganggaran, | Garut, pemenuhan 00
dan Evaluasi | Tarogong |n dan Evaluasi | Tarogong | pelaporan
Kinerja Kidul, pelaporan Kinerja Kidul, capaian
Perangkat Sukagalih | capaian Perangkat Sukagalih | kinerja dan
Daerah kinerja Daerah keuangan

dan sesuai
keuangan ketentuan
sesuai

ketentuan

37|




Penyusunan Kab. Jumlah 2 60,000,000 | Penyusunan Kab. Jumlah 2
Dokumen Garut, Dokumen Dokume Dokumen Garut, Dokumen Dokumen | 60,000,00
Perencanaan Tarogong | Perencana n Perencanaan Tarogong | Perencanaan 0
Perangkat Kidul, an Perangkat Kidul, Perangkat
Daerah Sukagalih | Perangkat Daerah Sukagalih | Daerah
Daerah
Evaluasi Kab. Jumlah 2 120,000,00 | Evaluasi Kab. Jumlah 2 120,000,0
Kinerja Garut, Laporan Dokume O | Kinerja Garut, Laporan Dokumen 00
Perangkat Tarogong | Evaluasi n Perangkat Tarogong | Evaluasi
Daerah Kidul, Kinerja Daerah Kidul, Kinerja
Sukagalih | Perangkat Sukagalih | Perangkat
Daerah Daerah
Administrasi Kab. Persentase 90% 6,907,089,5 | Administrasi Kab. Persentase 90% 6,907,089
Keuangan Garut, pemenuha 41 | Keuangan Garut, pemenuhan ,9041
Perangkat Tarogong | n Perangkat Tarogong | pelaporan
Daerah Kidul, pelaporan Daerah Kidul, capaian
Sukagalih | capaian Sukagalih | kinerja dan
kinerja keuangan
dan sesuai
keuangan Ketentuan
sesuai
Ketentuan
Penyediaan Kab. Jumlah 48 6,907,089,5 | Penyediaan Kab. Jumlah 48 Orang | 6,907,089
Gaji dan Garut, Orang Orang 41 | Gaji dan Garut, Orang yang ,041
Tunjangan Tarogong |yang Tunjangan Tarogong | Menerima
ASN Kidul, Menerima ASN Kidul, Gaji dan
Sukagalih | Gaji dan Sukagalih | Tunjangan
Tunjangan ASN
ASN
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Administrasi Kab. Persentase 90% 260,000,00 | Administrasi Kab. Persentase 90% 260,000,0
Barang Milik Garut, pemenuha O | Barang Milik Garut, pemenuhan 00
Daerah pada Tarogong |n Daerah pada Tarogong | kebutuhan
Perangkat Kidul, kebutuhan Perangkat Kidul, layanan
Daerah Sukagalih | layanan Daerah Sukagalih | administrasi
administra perkantoran
si
perkantora
n
Pengamanan Kab. Jumlah 1 260,000,00 | Pengamanan Kab. Jumlah 1 260,000,0
Barang Milik Garut, Dokumen Dokume O | Barang Milik Garut, Dokumen Dokumen 00
Daerah SKPD | Tarogong | Pengaman n Daerah SKPD | Tarogong | Pengamanan
Kidul, an Barang Kidul, Barang Milik
Sukagalih | Milik Sukagalih | Daerah SKPD
Daerah
SKPD
Administrasi Kab. Persentase 90% 435,000,00 | Administrasi Kab. Persentase 90% 435,000,0
Kepegawaian Garut, Penilaian O | Kepegawaian Garut, Penilaian 00
Perangkat Tarogong | Pegawai Perangkat Tarogong | Pegawai
Daerah Kidul, Daerah Kidul,
Sukagalih Sukagalih
Monitoring, Kab. Jumlah 1 85,000,000 | Monitoring, Kab. Jumlah 1
Evaluasi, Garut, Dokumen Dokume Evaluasi, Garut, Dokumen Dokumen | 85,000,00
danPenilaian Tarogong | Monitoring n danPenilaian Tarogong | Monitoring, 0
Kinerja Kidul, , Evaluasi, Kinerja Kidul, Evaluasi, dan
Pegawai Sukagalih | dan Pegawai Sukagalih | Penilaian
Penilaian Kinerja
Kinerja Pegawai
Pegawai
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Sosialisasi Kab. Jumlah 48 350,000,00 | Sosialisasi Kab. Jumlah 48 Orang | 350,000,0
Peraturan Garut, Orang Orang O | Peraturan Garut, Orang yang 00
Perundang- Tarogong |yang Perundang- Tarogong | Mengikuti
Undangan Kidul, Mengikuti Undangan Kidul, Sosialisasi
Sukagalih | Sosialisasi Sukagalih | Peraturan

Peraturan Perundang-

Perundang Undangan

Undangan
Administrasi Kab. Persentase 90% 7,804,834,7 | Administrasi Kab. Persentase 90% 7,804,834
Umum Garut, pemenuha S50 | Umum Garut, pemenuhan ,750
Perangkat Tarogong |n Perangkat Tarogong | kebutuhan
Daerah Kidul, kebutuhan Daerah Kidul, layanan

Sukagalih | layanan Sukagalih | administrasi

administra perkantoran.

si

perkantora

n.
Penyediaan Kab. Jumlah 12 125,000,00 | Penyediaan Kab. Jumlah 12 Bulan | 125,000,0
Komponen Garut, Paket Bulan 0 | Komponen Garut, Paket 00
Instalasi Tarogong | Komponen Instalasi Tarogong | Komponen
Listrik/Penera | Kidul, Instalasi Listrik/Penera | Kidul, Instalasi
ngan Sukagalih | Listrik/Pen ngan Sukagalih | Listrik/Pener
Bangunan erangan Bangunan angan
Kantor Bangunan Kantor Bangunan

Kantor Kantor yang

yang Disediakan

Disediakan
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Penyediaan Kab. Jumlah 1 Paket | 6,290,100,0 | Penyediaan Kab. Jumlah 1 Paket 6,290,100
Peralatan Garut, Paket 00 | Peralatan Garut, Paket ,000
danPerlengkap | Tarogong | Peralatan danPerlengkap | Tarogong | Peralatan
an Kantor Kidul, dan an Kantor Kidul, dan
Sukagalih | Perlengkap Sukagalih | Perlengkapan
an Kantor Kantor yang
yang Disediakan
Disediakan
Penyediaan Kab. Jumlah 1 Paket 560,014,70 | Penyediaan Kab. Jumlah 1 Paket 560,014,7
Barang Garut, Paket O | Barang Garut, Paket Barang 00
Cetakan dan Tarogong | Barang Cetakan dan Tarogong | Cetakan dan
Penggandaan | Kidul, Cetakan Penggandaan | Kidul, Penggandaan
Sukagalih | dan Sukagalih | yang
Pengganda Disediakan
an yang
Disediakan
Penyediaan Kab. Jumlah 1 9,975,600 | Penyediaan Kab. Jumlah 1
Bahan Bacaan | Garut, Dokumen Dokume Bahan Bacaan | Garut, Dokumen Dokumen | 9,975,600
dan Peraturan | Tarogong | Bahan n dan Peraturan | Tarogong | Bahan
Perundang- Kidul, Bacaan Perundang- Kidul, Bacaan dan
undangan Sukagalih | dan undangan Sukagalih | Peraturan
Peraturan Perundang-
Perundang Undangan
-Undangan yang
yang Disediakan
Disediakan
Fasilitasi Kab. Jumlah 1 250,000,00 | Fasilitasi Kab. Jumlah 1 Laporan | 250,000,0
Kunjungan Garut, Laporan Laporan O | Kunjungan Garut, Laporan 00
Tamu Tarogong | Fasilitasi Tamu Tarogong | Fasilitasi
Kidul, Kunjungan Kidul, Kunjungan
Sukagalih | Tamu Sukagalih | Tamu
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Penyelenggara | Kab. Jumlah 1 450,056,00 | Penyelenggara | Kab. Jumlah 1 Laporan | 450,056,0
an Rapat Garut, Laporan Laporan O | an Rapat Garut, Laporan 00
Koordinasi Tarogong | Penyelengg Koordinasi Tarogong | Penyelenggar
dan Kidul, araan dan Kidul, aan Rapat
Konsultasi Sukagalih | Rapat Konsultasi Sukagalih | Koordinasi
SKPD Koordinasi SKPD dan

dan Konsultasi

Konsultasi SKPD

SKPD
Penatausahaa | Kab. Jumlah 5 119,688,45 | Penatausahaa | Kab. Jumlah 5 119,688,4
n Arsip Garut, Dokumen Dokume O | n Arsip Garut, Dokumen Dokumen 50
Dinamis pada | Tarogong | Penatausa n Dinamis pada | Tarogong | Penatausaha
SKPD Kidul, haan Arsip SKPD Kidul, an Arsip

Sukagalih | Dinamis Sukagalih | Dinamis

pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Kab. Terpenuhi 90% 1,647,870,0 | Pengadaan Kab. Terpenuhiny 90% 1,647,870
Barang Milik Garut, nya sarana 00 | Barang Milik Garut, a sarana dan ,000
Daerah Tarogong | dan Daerah Tarogong | prasarana
Penunjang Kidul, prasarana Penunjang Kidul, layanan
Urusan Sukagalih | layanan Urusan Sukagalih | adminduk
Pemerintah adminduk Pemerintah
Daerah Daerah
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Pengadaan Kab. Jumlah 1 Unit 500,280,00 | Pengadaan Kab. Jumlah Unit 1 Unit 500,280,0
Kendaraan Garut, Unit 0 | Kendaraan Garut, Kendaraan 00
Dinas Tarogong | Kendaraan Dinas Tarogong | Dinas
Operasional Kidul, Dinas Operasional Kidul, Operasional
atau Lapangan | Sukagalih | Operasiona atau Lapangan | Sukagalih | atau
1 atau Lapangan
Lapangan yang
yang Disediakan
Disediakan
Pengadaan Kab. Jumlah 85 m2 171,880,00 | Pengadaan Kab. Jumlah 85 m2 171,880,0
Mebel Garut, Paket 0 | Mebel Garut, Paket Mebel 00
Tarogong | Mebel yang Tarogong | yang
Kidul, Disediakan Kidul, Disediakan
Sukagalih Sukagalih
Pengadaan Kab. Jumlah 1 Unit 975,710,00 | Pengadaan Kab. Jumlah Unit 1 Unit 975,710,0
Peralatan dan | Garut, Unit O | Peralatan dan | Garut, Peralatan 00
Mesin Lainnya | Tarogong | Peralatan Mesin Lainnya | Tarogong | dan Mesin
Kidul, dan Mesin Kidul, Lainnya yang
Sukagalih | Lainnya Sukagalih | Disediakan
yang
Disediakan
Penyediaan Kab. Persentase 90% 796,033,40 | Penyediaan Kab. Persentase 90% 796,033,4
Jasa Garut, pemenuha 0 | Jasa Garut, pemenuhan 00
Penunjang Tarogong | n Penunjang Tarogong | kebutuhan
Urusan Kidul, kebutuhan Urusan Kidul, layanan
Pemerintahan | Sukagalih | layanan Pemerintahan | Sukagalih | administrasi
Daerah administra Daerah perkantoran.
si
perkantora
n.
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Penyediaan Kab. Jumlah 1 344,169,00 | Penyediaan Kab. Jumlah 1 Laporan | 344,169,0
Jasa Garut, Laporan Laporan 0 | Jasa Garut, Laporan 00
SuratMenyura | Tarogong | Penyediaa SuratMenyura | Tarogong | Penyediaan
t Kidul, n Jasa t Kidul, Jasa Surat
Sukagalih | Surat Sukagalih | Menyurat

Menyurat
Penyediaan Kab. Jumlah 1 261,795,00 | Penyediaan Kab. Jumlah 1 Laporan | 261,795,0
Jasa Garut, Laporan Laporan 0 | Jasa Garut, Laporan 00
Komunikasi, Tarogong | Penyediaa Komunikasi, Tarogong | Penyediaan
Sumber Daya | Kidul, n Jasa Sumber Daya | Kidul, Jasa
Air dan Listrik | Sukagalih | Komunikas Air dan Listrik | Sukagalih | Komunikasi,

i, Sumber Sumber Daya

Daya Air Air dan

dan Listrik Listrik yang

yang Disediakan

Disediakan
Penyediaan Kab. Jumlah 1 190,069,40 | Penyediaan Kab. Jumlah 1 Laporan | 190,069,4
Jasa Garut, Laporan Laporan 0 | Jasa Garut, Laporan 00
Pelayanan Tarogong | Penyediaa Pelayanan Tarogong | Penyediaan
Umum Kantor | Kidul, n Jasa Umum Kantor | Kidul, Jasa

Sukagalih | Pelayanan Sukagalih | Pelayanan

Umum Umum

Kantor Kantor yang

yang Disediakan

Disediakan
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Pemeliharaan | Kab. Persentase 90% 290,010,00 | Pemeliharaan | Kab. Persentase 90% 290,010,0
Barang Milik Garut, pemenuha O | Barang Milik Garut, pemenuhan 00
Daerah Tarogong |n Daerah Tarogong | kebutuhan
Penunjang Kidul, kebutuhan Penunjang Kidul, layanan
Urusan Sukagalih | layanan Urusan Sukagalih | administrasi
Pemerintahan administra Pemerintahan perkantoran.
Daerah si Daerah
perkantora
n.
Penyediaan Kab. Jumlah 42 Unit 33,700,000 | Penyediaan Kab. Jumlah 42 Unit
Jasa Garut, Kendaraan Jasa Garut, Kendaraan 33,700,00
Pemeliharaan, | Tarogong | Peroranga Pemeliharaan, | Tarogong | Perorangan 0
Biaya Kidul, n Dinas Biaya Kidul, Dinas atau
Pemeliharaan, | Sukagalih | atau Pemeliharaan, | Sukagalih | Kendaraan
dan Pajak Kendaraan dan Pajak Dinas
Kendaraan Dinas Kendaraan Jabatan yang
Perorangan Jabatan Perorangan Dipelihara
Dinas atau yang Dinas atau dan
Kendaraan Dipelihara Kendaraan dibayarkan
Dinas Jabatan dan Dinas Jabatan Pajaknya
dibayarkan
Pajaknya
Penyediaan Kab. Jumlah 42 Unit 103,940,00 | Penyediaan Kab. Jumlah 42 Unit 103,940,0
Jasa Garut, Kendaraan 0 | Jasa Garut, Kendaraan 00
Pemeliharaan, | Tarogong | Dinas Pemeliharaan, | Tarogong | Dinas
Biaya Kidul, Operasiona Biaya Kidul, Operasional
Pemeliharaan, | Sukagalih |1atau Pemeliharaan, | Sukagalih | atau
Pajak dan Lapangan Pajak dan Lapangan
Perizinan yang Perizinan yang
Kendaraan Dipelihara Kendaraan Dipelihara
Dinas dan Dinas dan
Operasional dibayarkan Operasional dibayarkan
atau Pajak dan atau Pajak dan
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Lapangan Perizinann Lapangan Perizinannya
ya
Pemeliharaan/ | Kab. Jumlah 1 unit 100,350,00 | Pemeliharaan/ | Kab. Jumlah 1 unit 100,350,0
Rehabilitasi Garut, Gedung O | Rehabilitasi Garut, Gedung 00
Gedung Tarogong | Kantor dan Gedung Tarogong | Kantor dan
Kantor dan Kidul, Bangunan Kantor dan Kidul, Bangunan
Bangunan Sukagalih | Lainnya Bangunan Sukagalih | Lainnya yang
Lainnya yang Lainnya Dipelihara/D
Dipelihara irehabilitasi
/Direhabili
tasi
Pemeliharaan/ | Kab. Jumlah 1 unit 52,020,000 | Pemeliharaan/ | Kab. Jumlah 1 unit
Rehabilitasi Garut, Sarana Rehabilitasi Garut, Sarana dan 52,020,00
Sarana dan Tarogong | dan Sarana dan Tarogong | Prasarana 0
Prasarana Kidul, Prasarana Prasarana Kidul, Gedung
Gedung Sukagalih | Gedung Gedung Sukagalih | Kantor atau
Kantor atau Kantor Kantor atau Bangunan
Bangunan atau Bangunan Lainnya
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/D
yang irehabilitasi
Dipelihara
/Direhabili
tasi
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PROGRAM Kab. Persentase 90% 1,212,717,1 | PROGRAM Kab. Persentase 90% 1,212,717
PENDAFTARA | Garut, penerbitan 00 | PENDAFTARA | Garut, penerbitan ,100
N PENDUDUK | Tarogong | dokumen N PENDUDUK | Tarogong | dokumen
Kidul, atas Kidul, atas
Sukagalih | pelaporan Sukagalih | pelaporan
peristiwa peristiwa
kependudu kependuduka
kan n
Pelayanan Kab. Kepemilika 90% 1,212,717,1 | Pelayanan Kab. Kepemilikan 90% 1,212,717
Pendaftaran Garut, n kartu 00 | Pendaftaran Garut, kartu ,100
Penduduk Tarogong | identitas Penduduk Tarogong | identitas
Kidul, penduduk Kidul, penduduk
Sukagalih Sukagalih
Pendataan Kab. Jumlah 1 Doku 60,000,000 | Pendataan Kab. Jumlah 1 Dokume
Penduduk Non | Garut, Dokumen men Penduduk Non | Garut, Dokumen n 60,000,00
Permanen dan | Tarogong | Hasil Permanen dan | Tarogong | Hasil 0
Rentan Kidul, Pendataan Rentan Kidul, Pendataan
Administrasi Sukagalih | Penduduk Administrasi Sukagalih | Penduduk
Kependuduka Non Kependuduka Non
n Permanen n Permanen
dan dan Rentan
Rentan Administrasi
Administra Kependuduk
si an
Kependud
ukan
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Pencatatan, Kab. Jumlah 48000 125,000,00 | Pencatatan, Kab. Jumlah 48000 125,000,0
Penatausahaa | Garut, Dokumen Dokume O | Penatausahaa | Garut, Dokumen Dokumen 00
n dan Tarogong | Hasil n n dan Tarogong | Hasil
Penerbitan Kidul, Pencatatan Penerbitan Kidul, Pencatatan,
Dokumen Atas | Sukagalih |, Dokumen Atas | Sukagalih | Penatausaha
Pendaftaran Penatausa Pendaftaran an dan
Penduduk haan dan Penduduk Penerbitan
Penerbitan Dokumen
Dokumen Atas
Atas Pendaftaran
Pendaftara Penduduk
n
Penduduk
Pencatatan, Kab. Jumlah 475.000 | 1,027,717,1 | Pencatatan, Kab. Jumlah 475.000 1,027,717
Penatausahaa | Garut, dokumen Dokume 00 | Penatausahaa | Garut, dokumen Dokumen ,100
n dan Tarogong | Pencatatan n n dan Tarogong | Pencatatan,
Penerbitan Kidul, , Penerbitan Kidul, Penatausaha
Dokumen Atas | Sukagalih | Penatausa Dokumen Atas | Sukagalih | an dan
Pelaporan haan dan Pelaporan Penerbitan
Peristiwa Penerbitan Peristiwa Dokumen
Kependuduka Dokumen Kependuduka atas
n atas n Pelaporan
Pelaporan Peristiwa
Peristiwa Kependuduk
Kependud an KIA, KK,
ukan KIA, KTP
KK, KTP elPenerbitan
elPenerbita Dokumen
n Atas
Dokumen Pelaporan
Atas Peristiwa
Pelaporan Kependuduk
Peristiwa an KK

48|



Kependud Jumlah
ukan KK Dokumen
Jumlah Pencatatan,
Dokumen Penatausaha
Pencatatan an
, dan
Penatausa Penerbitan
haan Dokumen
dan Atas
Penerbitan Pelaporan
Dokumen Peristiwa
Atas Kependuduk
Pelaporan an KTP
Peristiwa
Kependud
ukan KTP
PROGRAM Kab. Persentas 90% 2,104,520, | PROGRAM Kab. Persentase 90% 2,104,522
PENCATATAN | Garut, e 800 | PENCATATAN | Garut, penerbitan 0,800
SIPIL Tarogong | penerbita SIPIL Tarogong | dokumen
Kidul, n Kidul, atas
Sukagalih | dokumen Sukagalih | pelaporan
atas peristiwa
pelaporan penting
peristiwa
penting
Pelayanan Kab. Persentase 90% 2,104,520,8 | Pelayanan Kab. Persentase 90% 2,104,520
Pencatatan Garut, penerbitan 00 | Pencatatan Garut, penerbitan ,800
Sipil Tarogong | dokumen Sipil Tarogong | dokumen
Kidul, akta Kidul, akta
Sukagalih | pencatatan Sukagalih | pencatatan
sipil sipil
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Pencatatan, Kab. Jumlah 100050 | 2,104,520,8 | Pencatatan, Kab. Jumlah 100050 2,104,520
Penatausahaa | Garut, dokumen Dokume 00 | Penatausahaa | Garut, dokumen Dokumen ,800
n dan Tarogong | hasil n akta n dan Tarogong | hasil akta
Penerbitan Kidul, Pencatatan Penerbitan Kidul, Pencatatan,
Dokumen Atas | Sukagalih |, Dokumen Atas | Sukagalih | Penatausaha
Pelaporan Penatausa Pelaporan an dan
Peristiwa haan dan Peristiwa Penerbitan
Penting Penerbitan Penting Dokumen
Dokumen atas
atas Pelaporan
Pelaporan Peristiwa
Peristiwa Penting
Penting
PROGRAM Kab. Persentase 90% 2,754,928,1 | PROGRAM Kab. Persentase 90% 2,754,928
PENGELOLAA | Garut, pengelolaa 20 | PENGELOLAA | Garut, pengelolaan ,120
N INFORMASI | Tarogong | n dan N INFORMASI | Tarogong | dan
ADMINISTRAS | Kidul, pengolaha ADMINISTRAS | Kidul, pengolahan
I Sukagalih | n data I Sukagalih | data base
KEPENDUDU base KEPENDUDU kependuduka
KAN kependudu KAN n serta
kan serta terfasilitasiny
terfasilitasi a
nya pemanfaatan
pemanfaat data
an data kependuduka
kependudu n
kan
Pengumpulan | Kab. Persentase 90% 2,456,889,8 | Pengumpulan | Kab. Persentase 90% 2,456,889
Data Garut, akurasi 20 | Data Garut, akurasi ,820
Kependuduka | Tarogong | database Kependuduka | Tarogong |database
n dan Kidul, kependudu n dan Kidul, kependuduka
Pemanfaatan | Sukagalih | kan dan Pemanfaatan Sukagalih | n dan
dan Penyajian pemanfaat dan Penyajian pemanfaatan
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Database an data Database data
Kependuduka Kependuduka
n n
Pengolahan Kab. Jumlah 2 464,035,00 | Pengolahan Kab. Jumlah 2 464,035,0
dan Garut, Dokumen Dokume 0 | dan Garut, Dokumen Dokumen 00
PenyajianData | Tarogong | Data n PenyajianData | Tarogong | Data
Kependuduka | Kidul, Kependud Kependuduka | Kidul, Kependuduk
n Sukagalih | ukan yang n Sukagalih | an yang

Diolah dan Diolah dan

Disajikan Disajikan
Kerja Sama Kab. Jumlah 4 75,000,000 | Kerja Sama Kab. Jumlah 4 Laporan
Pemanfaatan Garut, Dokumen Laporan Pemanfaatan Garut, Dokumen 75,000,00
Data Tarogong | Kerja Data Tarogong | Kerja Sama 0]
Kependuduka | Kidul, Sama Kependuduka | Kidul, Pemanfaatan
n Sukagalih | Pemanfaat n Sukagalih | Data

an Data Kependuduk

Kependud an

ukan
Inventarisasi Kab. Jumlah 3 1,917,854,8 | Inventarisasi Kab. Jumlah 3 Laporan | 1,917,854
Data untuk Garut, Laporan Laporan 20 | Data untuk Garut, Laporan ,820
Kepentingan Tarogong | Hasil Kepentingan Tarogong | Hasil
Pembangunan | Kidul, Inventarisa Pembangunan | Kidul, Inventarisasi
Daerah Sukagalih | si Data Daerah Sukagalih | Data untuk

untuk Kepentingan

Kepentinga Pembanguna

n n Daerah

Pembangu

nan

Daerah
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Penyelenggara | Kab. Persentase 90% 213,400,00 | Penyelenggara | Kab. Persentase 90% 213,400,0
an Garut, fasilitasi 0| an Garut, fasilitasi 00
Pengelolaan Tarogong | pemanfaat Pengelolaan Tarogong | pemanfaatan
Informasi Kidul, an data Informasi Kidul, data
Administrasi Sukagalih | kependudu Administrasi Sukagalih | kependuduka
Kependuduka kan dan Kependuduka n dan
n peyampaia n peyampaian

n kebijakan

kebijakan adminduk.

adminduk.
Penyelenggara | Kab. Jumlah 1 85,500,000 | Penyelenggara | Kab. Jumlah 1
an Garut, Dokumen Dokume an Garut, Dokumen Dokumen | 85,500,00
Pemanfaatan | Tarogong | Penyelengg n Pemanfaatan | Tarogong | Penyelenggar 0
Data Kidul, araan Data Kidul, aan
Kependuduka | Sukagalih | Pemanfaat Kependuduka | Sukagalih | Pemanfaatan
n an Data n Data

Kependud Kependuduk

ukan an
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Komunikasi, Kab. Jumlah 1 127,900,00 | Komunikasi, Kab. Jumlah 1 Laporan | 127,900,0
Informasi, dan | Garut, Dokumen Laporan O | Informasi, dan | Garut, Dokumen 00
Edukasi Tarogong | Hasil Edukasi Tarogong | Hasil
kepada Kidul, Komunikas kepada Kidul, Komunikasi,
Pemangku Sukagalih | i, Pemangku Sukagalih | Informasi,
Kepentingan Informasi, Kepentingan dan Edukasi
dan dan dan kepada
Masyarakat Edukasi Masyarakat Pemangku
kepada Kepentingan
Pemangku dan
Kepentinga Masyarakat
n dan
Masyaraka
t
Pembinaan Kab. Jumlah 40 84,638,300 | Pembinaan Kab. Jumlah 40
dan Garut, Pengelola Operator dan Garut, Pengelola Operator | 84,638,30
Pengawasan Tarogong | SIAK Pengawasan Tarogong | SIAK 0]
Pengelolaan Kidul, Pengelolaan Kidul,
Informasi Sukagalih Informasi Sukagalih
Administrasi Administrasi
Kependuduka Kependuduka
n n
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Bimbingan Kab. Jumlah 1 84,638,300 | Bimbingan Kab. Jumlah 1 Laporan
Teknis Terkait | Garut, Laporan Laporan Teknis Terkait | Garut, Laporan
Pengelolaan Tarogong | Hasil Pengelolaan Tarogong | Hasil
Informasi Kidul, Bimbingan Informasi Kidul, Bimbingan
Administrasi Sukagalih | Teknis Administrasi Sukagalih | Teknis
Kependuduka Terkait Kependuduka Terkait
n dan Pengelolaa n dan Pengelolaan
Pendayagunaa n Pendayagunaa Informasi
n Data Informasi n Data Administrasi
Kependuduka Administra Kependuduka Kependuduk
n si n an dan

Kependud Pendayaguna

ukan dan an Data

Pendayagu Kependuduk

naan Data an

Kependud

ukan

Jumlah Total 24’3,? f i003, Jumlah Total 24:’5?,? f iOO

Sumber Data : Aplikasi SIPD Tahun 2022
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa usulan kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, LSM,
tinggi, dari perangkat daerah

asosiasi-asosiasi, perguruan

kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten yang langsung ditujukan

kepada perangkat daerah, dapat kami deskripsikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Garut
Program/Keg . Indikato Besara
No . Lokasi .. n/ Catatan
latan r Kinerja Vol
olume
Usulan Yang
bersal dari
1 NIHIL Masyarakat/
Musren tidak
ada
PROGRAM
PENUNJANG Usulan
URUSAN Bantuan
9 PEMERINTA ) ) ) Keuangan
HAN Provinsi
DAERAH Jawa Barat
KABUPATEN Tahun 2023
/KOTA
Pengadaan Kab. Garut, | Terpenu
Barang Milik | Tarogong hinya
Daerah Kidul, sarana
Penunjang Sukagalih dan Rp.
Urusan prasara | 2.975.9
Pemerintah na 86.000
Daerah layanan
admindu
k
Pengembang
an sarana
dan
Prasarana
Pelayanan
Administrasi
Kependuduk
an/Pengadaa
n Saspras
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Perekaman
dan
Pencetakan
KTP
elektronik,
antara Lain :

Iris Scaner 14 Unit

Finger 14 Unit
scanner

Signature 14 Unit
Pad

Perangkat 14 Unit
Camera

Anjungan
Dukcapil
Mandiri
(ADM)

3 Unit

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Garut
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional kami berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023, bahwa dalam ketentuan tersebut terdapat 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan yang perlu dilakukan, adapun terkait urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil masuk dalam agenda ke 3 (tiga) yakni
Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya
saing. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil dan berkarakter, salah satunya melalui pengendalian penduduk
dan penguatan tata kelola kependudukan. Agenda pembanguan tersebut
diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas, yaitu :

1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
2) integrasi system administrasi kependudukan;
3) pendampingan dan layanan terpadu; dan

4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

3.2. Tuyjuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun
2023 didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Tujuan dan sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut adalah

sebagaimna tercantum dalam Tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Tujuan SKPD

Tujuan Indikator Satuan Target Kinerja pada Tahun Ke-
Kinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Meningkatnya tata | Indeks Kategori B B B BB BB
kelola Reformasi
pemerintahan Birokrasi
yang baik dan
bersih serta
profesionalisme
dalam pelayanan
publik

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Garut Tahun 2019-2024

Tabel 3.2

Sasaran SKPD

Sasaran Indikator Satuan Target Kinerja pada Tahun Ke-
Kinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Meningkatnya Indeks Kategori | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik

pelayanan  publik | Kepuasan
yang professional | Masyarakat
dan amanah

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Garut Tahun 2019-2024

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi meliputi kualitas pelayanan
yang belum memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat,
mudah, murah, dan transparan, belum meratanya penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi, masih lemahnya SDM pelayanan publik baik
dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan manajemen
kepegawaian meliputi komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan
tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani
masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan,

tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah; tingkat disiplin dan
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kinerja pegawai masih rendah. Selain itu, pendidikan dan pelatihan
(diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja.

Untuk itu kami mencoba menselaraskan tujuan dan sasaran
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan pemenuhan aspek tersebut
melalui, peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan aparatur/pegawai
dan pelaksanaan pengukuran tingkat pelayanan melalui survey indeks

kepuasan masyarakat atas semua jenis pelayanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja)
tahun 2023, beberapa pertimbangan kami jadikan acuan antara lain
target pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian kinerja yang
belum memenuhi target di tahun sebelumnya dan tentunya peningkatan
pelayanan lainnya sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil secara keseluruhan.

Untuk itu pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 kami usulkan 4
program dan 13 kegiatan serta 35 Sub Kegiatan dengan total anggaran
Rp. 24.874.414.882,- adapun lokasi kegiatan secara umum terdapat di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecuali yang sifatnya
pelayanan jemput bola atau pelayanan keliling yang menjangkau seluruh
kecamatan/desa di kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan dalam tabel berikut :
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Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2023

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2024

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR

24.874.414.
882

Dana
Transfe
r
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

25.500.089.820

2.12

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

2.12.01

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase
Pemenuhan urusan
pemerintah daerah
sesuai ketentuan

Sukagalih,
Tarogong
Kidul

90%

18.242.750.
432

90%

19.115.700.000
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2.12.01. | Perencanaan, Persentase Sukagalih, 90% 163.477.000 90% 201.000.000
2.01 Penganggaran dan | pemenuhan Tarogong
Evaluasi Kinerja pelaporan capaian Kidul
Perangkat Daerah | kinerja dan
keuangan sesuai
2.12.01. | Administrasi Persentase Sukagalih, 90% 6.907.089.5 90% 7.250.800.000
2.02 Keuangan pemenuhan Tarogong 41
Perangkat Daerah pelaporan capaian Kidul
kinerja dan
keuangan sesuai
2.12.01. | Administrasi Persentase Sukagalih, 90% 304.311.841 90% 280.000.000
2.03 Barang Milik pemenuhan Tarogong
Daerah Pada kebutuhan layanan | Kidul
Perangkat Daerah | administrasi
perkantoran.
2.12.01. | Administrasi Persentase penilaian | Sukagalih, 90% 353.568.000 90% 450.000.000
2.05 Kepegawaian pegawai Tarogong
Perangkat Daerah Kidul
2.12.01. | Administrasi Persentase Sukagalih, 90% 7.740.374.0 90% 8.139.900.000
2.06 Umum Perangkat pemenuhan Tarogong 00
Daerah kebutuhan layanan | Kidul
administrasi
perkantoran.
2.12.01. | Pengadaan Barang | Persentase sarana Sukagalih, 90% 1.681.708.7 90% 1.700.000.000
2.07 Milik Daerah dan prasarana Tarogong 00
Penunjang Urusan | aparatur berkondisi | Kidul
Perangkat Daerah | baik.
2.12.01. | Penyediaan Jasa Persentase Sukagalih, 90% 729.682.550 90% 820.000.000
2.08 Penunjang Urusan | pemenuhan Tarogong
Pemerintahan kebutuhan layanan | Kidul
Daerah administrasi
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perkantoran

2.12.01. | Pemeliharaan Persentase Sukagalih, 90% 287.670.000 90% 274.000.000
2.09 Barang Milik pemenuhan Tarogong
Daerah Penunjang | kebutuhan layanan | Kidul
Urusan administrasi
Pemerintahan perkantoran
Daerah
2.12.02 | PROGRAM Persentase Sukagalih, 90% 1.451.677.0 90% 1.410.000.000
PENDAFTARAN penerbitan dokumen | Tarogong 00
PENDUDUK atas pelaporan Kidul
peristiwa
kependudukan
2.12.02. | Pelayanan Persentase Sukagalih, 90% 1.451.677.0 90% 1.410.000.000
2.01 Pendaftaran penerbitan dokumen | Tarogong 00
Penduduk identitas penduduk | Kidul
2.12.083 | PROGRAM Persentase Sukagalih, 90% 2.425.060.0 90% 2.200.000.000
PENCATATAN SIPIL | penerbitan dokumen | Tarogong 00
atas pelaporan Kidul
peristiwa penting
2.12.03. | Pelayanan Persentase Sukagalih, 90% 2.425.060.0 90% 2.200.000.000
2.01 Pencatatan Sipil penerbitan dokumen | Tarogong 00
akta pencatatan Kidul
sipil
2.12.04 | PROGRAM Persentase Sukagalih, 90% 2.754.927.4 90% 2.774.389.820
PENGELOLAAN pengelolaan dan Tarogong 50
INFORMASI pengolahan data Kidul
ADMINISTRASI base kependudukan

serta terfasilitasinya
pemanfaatan data
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kependudukan

2.12.04. | Pengumpulan Data | Persentase akurasi Sukagalih, 90% 2.456.889.6 - 90% 2.459.389.820
2.01 Kependudukan dan | database Tarogong 00

Pemanfaatan dan kependudukan dan | Kidul

Penyajian Database | pemanfaatan data

Kependudukan kependudukan
2.12.02.2 | Penyelenggaraan Persentase fasilitasi Sukagalih, 90% 213.399.800 - 90% 225.000.000
.03 Pengelolaan pemanfaatan data Tarogong

Informasi kependudukan dan Kidul

Administrasi peyampaian kebijakan

Kependudukan adminduk.
02.2.04 Pembinaan dan Jumlah tenaga SIAK Sukagalih, 40 operator 84.638.050 - 90% 90.000.000

Pengawasan terlatih Tarogong

Pengelolaan Kidul

Informasi

Administrasi

Kependudukan

Jumlah 24'87;;414'8 Jumlah 25.500.089.820
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diimplementasikan dalam
bentuk Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan, sebagaimana diketahui
bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu berdasarkan pada analisis strategi, perumusan sasaran dan
kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka merealisasikan misi.

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil secara garis besar sejalan dengan tugasnya yaitu
melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang diselaraskan dengan Tema pembangunan Kabupaten Garut
Tahun 2023 yakni “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan
Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi
untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Mengacu pada kondisi yang
diharapkan dimasa yang akan datang, maka program yang dilaksanakan
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan
pemerintah melalui pembenahan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga
dapat terwujud Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup
kewenangan sesuai dengan beban tugas, selaras terjadinya efesiensi
administrasi keuangan serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-
sumber pendapatan negara dan daerah, juga dalam penggunaanya tepat
program, tepat sasaran sehingga tujuan dan sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud. Program dan
Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
terdiri dari 4 program dengan 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan
usulan anggaran Rp. 24.874.414.882,- yang terdiri dari :

L. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota
I.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
[.1.1  Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Target Kinerja : 2 Dokumen
Pagu Dana : Rp. 59,991.000
[.1.2  Sub Kegiatan : Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
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1.2
[.2.1

[.2.2

1.3

[.3.1

1.3.2

[.4

[.4.1

1.5
[.5.1

[.5.2

1.5.3

Target Kinerja
Pagu Dana
Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja
Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Perangkat Daerah

2 Dokumen

Rp. 103.486.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
Jumlah orang yang menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

48 Orang
Rp. 6.907.089.541
Koordinasi dan Penyususnan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

1 Laporan

Rp. 74.868.800

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Pengaman Barang Milik
Daerah

12 Bulan

Rp. 257.903.841

Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah Pada SKPD

1 Laporan

Rp. 46.408.000
Administrasi
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan

48 Orang

Rp. 353.568.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kepegawaian Perangkat

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
disediakan

12 bulan

Rp. 48.418.200

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan

1 Paket

Rp. 6.338.788.800

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

cetakan dan
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[.5.4

[.5.5

I.5.6

[.5.7

1.6

[.6.1

1.6.2

1.6.3

1.7

[.7.1

[.7.2

Target Kinerja
Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

penggandaan yang disediakan

1 Paket

Rp. 570.107.300

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen bahan bacaan dan
perturan perundang-undangan yang
disediakan

1 Dokumen

Rp. 9.975.600

Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
1 Laporan

Rp. 262.693.400

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
koordinasi dan konsultasi SKPD

1 Laporan

Rp. 262.693.400

Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

5 Dokumen

Rp. 262.693.400

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Disediakan

1 unit

Rp. 529.993.700

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang disediakan

85 m2

Rp. 171.880.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

1 Unit
Rp. 979.835.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1 laporan

Rp. 344.169.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Sumber
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1.7.3

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

[.8.4

II.
II.1
II.1.1

I1.1.2

Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana

Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja
Target Kinerja

Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja
Target Kinerja
Pagu Dana
Program
Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja

Pagu Dana
Sub Kegiatan

1 Laporan

Rp. 205.606.800

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

1 laporan

Rp. 205.606.800

Pemeliharaan @ Barang  Milik  Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya

42 Unit

Rp. 19.400.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan  Perizinan
Kendaraan  Dinas  Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

42 Unit

Rp. 121.740.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

Rp. 100.350.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

Rp. 46.180.000

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pendataan Penduduk Non Permanen dan
Rentan Administrasi Kependudukan
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan
Penduduk Non Permanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan

1 Dokumen

Rp. 59,991.000

Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran
Penduduk
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II.1.3

III.
1.1
nI.1.1

IV.

IV.1

IV.1.1

IV.1.2

IV.1.3

Iv.2

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Pagu Dana

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja

Pagu Dana
Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
Atas Pendaftaran Penduduk

48.000 Dokumen

Rp. 125.000.000

Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan

Jumlah dokumen Pencatatan,

Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
KIA, KK, KTP el Penerbitan Dokumen Atas
Pelaporan  Peristiwa Kependudukan KK
Jumlah Dokumen Pencatatan,
Penatausahaandan Penerbitan Dokumen
Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
KTP

475.000 Dokumen

Rp. 1.256.111.900

PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Pencatatan Sipil
Pencatatan, Penatausahaan
Penerbitan Dokumen Atas
Peristiwa Penting

Jumlah dokumen  hasil Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
atas Pelaporan Peristiwa Penting

100050 Dokumen akta

Rp. 2.425.060.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan

dan
Pelaporan

Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan

Jumlah Dokumen Data Kependudukan
yang Diolah dan Disajikan

2 Dokumen

Rp. 464.034.900

Kerja Sama Pemanfaatan Data
Kependudukan

Jumlah Dokumen Kerja Sama
Pemanfaatan Data Kependudukan

4 Laporan

Rp. 74.999.900

Inventarisasi Data untuk Kepentingan

Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data
untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
3 laporan

Rp. 1.917.854.800
Penyelenggaraan Pengelolaan
Administrasi Kependudukan

Informasi
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IV.2.1

IvV.2.2

IV.3

IV.3.1

Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Kinerja

Pagu Dana
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana
Kegiatan

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja
Pagu Dana

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
Kependudukan

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data Kependudukan

1 Dokumen

Rp. 85.499.800

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
kepada Pemangku Kepentingan dan
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi,

Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku
Kepentingan dan Masyarakat

1 laporan

Rp. 127.900.000

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pendayagunaan Data Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis
Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pendayagunaan Data
Kependudukan

1 laporan

Rp. 84.638.050
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Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut

Tahun 2023
Unit Qrganisasi 1 2,12,0,00,0.00,01.0000 Dinas K dudulean dan Penc Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas dan Penc Sipil
Indikator Kinera Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Talwn 2024
Urusan/ Bidang Urusan,/ Target Capaian Kinerja & Target Capaian Kinerja
Hode Program) Kegiatan/ Sulb it elbwiat arua
Ea dnta Capaian Pr Kel Sulby Ki Hasil Kegiatan Lokasi Qutput Kekiaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.)} | Sumber Dana | Penting " uhan O
Keg n Kegiatan Progranm Sulb ; Talok Target Fagu Indikatif (Rp.]
Kegiatan
3 URUSAMN PEMERINTAHAM WAJIE YANG TIDAK BERKAITAN DENMGAMN PELAYAMAMN DASAR
z |z URUSAMN PEMERINTAHAMN BIDAMNG ADMINISTRAS]I KEPENDUDUKAMN DAMN PENCATATAN SIPIL 24,874,414, 582 25,500,089, 820
21z |1 PROGRAM PEMNUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18,242 750,432 19,115,700, 000
2 [1Z |01 |2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan I i Kinerja Per L Daerah 163,477 00D Z01,0:00, 000
Persentace
¥ ernanuh
Pempusunan Dokumen "eﬁenﬁs:ﬂ ai r"|ulcianr'1 Aumilah Dok uren Tarsusunmya Dokumen ::rh! Ganm'; DIEIr:"-:mIr-l1':|aln1 L
2 [12 Jo1 |20 |01 |Perencanaan Perangkat polaparan capaian KO8 | oo neanaan Peranglat ArRIEunIT - arogong 90 % 2 Dokumen | 90% 59,951,000, PAIECIAN hgHi 90 % 56,000,000
Daceah can keuangan seouasi Daarah Perencansan Kidul kimerja dan
etentuan Sukagalih KEUBNDAan Sesua
keterntuan
Persentase
Persentase permeruhan Eab, Garut, Drana Transfer pemenuban
» |12 loa |20 |o7 Evaluasi Kinerja Perangkat pelaporan capaian kinerja Jhsmilah Laporan Evaluasi Tersusunmya Dokumen T?rn-g:mg 50 % 2 Dokumen | 90 % 103,885, .er.lm_—Dana p-_cl:lF!nran capaian 90 % 135,000,000
Daerah dan keuangan secudi Kinerja Perangkat Daerah Parencanaan Kidul, Alokasi kimarja dan
etentuan Sukagalib Urmum keuangan sesua
ketemtuan
212 |01 |2.02 A Ko gan Pe: ghkat Dacrah 6,981,958, 31 T, 250,800,000
Porsentasa
Persentase pernenuhan Perentase pemenuban Kab. Garut, Drana Transker pemenuhan
Penyediaan Gaji d I n Jumnlah Orang rang laparan K Tarogon u Da I n
i o
z [12 |o1 |20z [0y |PEMrediaan Gal dan pelaporan capaian Kinera | Gma Gaji dan pe an capalan kineda A a 50 % 46 Orang/bukBEn 5 5.907,083,541| Ymum-bana pelaporan capaian | gp o 7,250,500,000
Tunjangan A5SH dan keuangan sesuai Tuniansan ASN dan kevangan sesuai Eiduil, Alokasi kirarja dan
leeteritian yang ketentuan, Sukagalib Urnumn keuangan sesuad
kerentuan.
Jwmijah Laporan Keuangan Persentass
S Perseritace pernanuhan Akhir Tahun SKPD dan Persentase pemenuhan Dana Transfer pemenubian
Koordinasi dan Pamyusunan | o Kinerj Laporan Hasil Koordi | ol N 12 Kinesi Urnurm—Da | .
2 |12 o1 |20z |os |Laporan Keuangan skhir elaporan capatan kimela poran Has nas Pelagaran capalan kinena 80 % 1 Laposan a0 % 74,868,80p[ HUmM-Lana palaparan capasa 00 % a
Tahun SKPD dan keuangan sesusi Penyusunan Lagaran dan keuangan sesuai Alokasi kireeria dan
fosberikuan Keuangan Akhir Tabun ketentuan. Urnurn kEUANGAN Seduss
SEPD kerentuan
2 [12 |01 |2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 304,311,641 280, 00, 000
R N sl Dok Kaks. Garut, Dana Transfer E'”"bhf
santase pemanuhan wmlah Dokeman pamenuhan
2 [12 |o1 |203 |0z z?::‘:":;'[; Barang Milie | | tuhan layanan Pemgamanan Bararg Milk | Jasa Keamanan Karbor Ei’;':“gl =ng 50 % 1 Dokumen | 12 bulan 257,903,841 ::::;si Gana kebiutuhan layanan | 90 % 250,000,000
admintstrasi perkantoran. Daerah SKFD . administrasi
Sulkcagalib Urmaum
parkantoran
Persantasa permanuhan Jumilah Laporan Bana Transfar :rﬁ;ljhs:n
O s
2 |1z o1 |z03 |os E’;’;‘::““:‘?Ki‘;d"g Milik | o butuban [ayanan Fenatausahaan Barang Jasa Keamanan Kanor 80 % 1 Laporan 12 bulan A5, 808,000, :;L';::D‘d'ﬂ kebutuhan |ayanan | 80 % o
pa sdmirmsirasi perkantorar. Milik Dasrah pada SEPD Jrnurnl administrasi
perkantoran
21z |01 |2.05 Adrministras] Kegegawalan Perangkat Dasrah 353,568, 000 50, 000, D00
Persentase
Brrsentase permenuhan hsmilah Drang yang Kab, Garut, Dana Transfer pemenuhan
Sosialisas Peraturan pelaporan capaisn kinerja Mengikuti Sosialmasi Persentase Penilaian Tarogong Urnurm-DCuana pelaporan capaian
1 1 1 48 Oran 000/
Gl R S el Perundang-Lindamgan dan keuangan sesuad Pesaturan Perundang- Pagawal Eidul, 0w & Orang T s 353,564, alokasi kimarja dan Ha 350,000,000
ketentuan Undangan Sukagalih Urmam keuangan sesuad
ketentuan
2|12 |01 |2.06 Administrasi Umum Peranghat Dacrah T, 740,374, 000 8,139,500, 000
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Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut

Unit Grganisasi : 2,12,0,00.0,00,01.0000 Dinas Kependudukan dan P Sipil Tahun 2023
Bub Unit Organisasi : 2. 12.0.00.0.00.01. 0000 Dinas K dan P Sipil
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahwn Z024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Catatan Targe: Capaian Kinerja
Kode Programy Kegiatan/ Sulby kasi Outy et ana
dnka Capaian Pr 1 Suily Hasil Kegiatan Lokasi utput Kehiaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.} | Sumber Dana | Penting K uhan D
Keg " Hegiatan Progranm Sulbs ; Tobak Ukur Tanget Pagu Indikatif (Rp.}
Kegiatam
Persentasa
Peryectan Korporen | Pe T b ke | s omenunan |52 St S T
2 |12 |o |z06 |01 [Instalasi Ustrikenerangan | FEAPOrAN capaian kinega | Etn rANGAN | | ebtuhan layanan | 9 50 % 12 Bulan an % 46,418,200 - pelaparan cap 80 % 150,000,000
Bangunan Kantor dan keuangan sesuai Bangunan Kantor yang administrasi perkantoran Kidul Alokasi kinarja dan
Eetertuan Drisediakan Sukagalih Urmumn keuangan sosuai
keterituan.
Persentase
Pernwedlaan Peralstan dan Pe«isenmse pen-.e::u:an Jumlah Paker Peralatan dan | Persentase pemenuban 1K_:B' Gaﬂ"""‘ T"a T-.:;-;fer pe:nmul\an .
2 |12 Jo1 206 |0z | O ':e ':“ : atan da L BE"“‘“ capalan KIneia | pelengkapan Kantor yang | kebutuhan jJayanan K_;"?ol 9 80 % 1 Paket 90 % 6,138, 768,800 A:’"‘:""_‘ na E‘E “Pf‘:":“ capata 90 % 6,500,000,000
rlengkapan Kantor dan keuangan sesuai Driseclaakan T i —— {[=]¥] _ okasi imarja dan
Resteritian Subcagalih Urnurn keuangan sesuas
kerentuan.
Persentass
| . . Pe_-fls.em,ase pen'\-enuh.an Jsmlah Paket Barang Parsentase samenuhan I:’.al::. Garut, Dana Transfer pelmenuhan
z |12 o1 |206 |os |Pemredisan Barang Cetakan | pelaporan capaian kinefla | -opopan dan Penggandaan | kebutuhan layanan Arngong 50 % 1 Paket 0% 570107, 30g| Ymum-Dana pelaparan capaiam | go o 550,000,000
dan Penggandaan dan keuangan sesuai X N ®idul Alokasi kirorja dan
vang Disediakan administrasi perkantonan .
Eeetertsan Subkagalib Urmurn kEuanpan sesus
ketentuan
Perdertade
Penyediaan Bahan Bacaan Perlsenrase pem_-enu:an _ Jam:nlah gnk::rel: Bahan Persentase emenuhan :ab. Garut pe;me-'.uhan
n kinar, n dan Paratur. ngon "
2 [12 o1 |z.06 |06 |dan Peraturan Perundang- | B oPOran capaian kinalia caan da anuran kebeutu han layanan ar ¥ 90 % 1 Dokumen | 90 % 0,975,600 palaparan capaes 90 % 0,500,000
dan keuangan sesusi Perundang-LUrdangan N Eidul kirmerja dan
undangan N N administrasi parkartoran N
keteriuwan wyang Disediakan Sukagalih keuangan sesuad
katentuan
Persentase
Persentase permanuhan Pe fa KEalk. Garut. Dana Transfer pamenuhamn
laporan capaian kinerja Jumilah Laporan Fasilitasi reeniase pEmenuban Taropong Urmum-Dana pelaporan capaian
2 |12 |01 |206 |0B |Facilitasi Eunjengan Tarmi pe . N kebutuhan layanan . 90 % 1 Lapsoaain 90 F 262693 400 . . . 90 % 300,000,000
dan keuangan wesuai Kunjungan Tarmu N N Kidul. Alokasi kinerja dan
administrasi perkantoran
metertuan Sukagalih Urnairm KeuanQan Sesas
ketentuan
Persentace
Penyelenggarasea Rapat PE:“““'“DE .m":a" ) ;:':la:"‘ap‘jra“ I Parasntase pemenLiban :"""-G"”L ga"a "«;’:f@r D-Elme-nuhan _
z |12 |o1 |z06 |09 |keordinasi dan Konsultass | FEARErAN capaian Kineoga el n@@araan RaEat | g ebatuhan layanan arogong 50 % 1 Laporan | 90 % 456, 7EG,00q| o THTTHANS PEIARAran CARMAT | 50 500,000,000
SKPD dan keuangan sesusi Koordinasi dan Konsultasi | 0 Kidul, Alokasi kin=rja dan
etentuan SKPD Lot Zukagalih Urmam keuangan sesuas
katentuan
Persentace
et iann Ars PE'ISE'“U'SE' F'E"_'?“”Sa" . Jumlah Dokumen Persentase pemenuban Jnarla T":::fw pelrnenuhan .
natausahaan Arsi aporan capaian kinerja . rmurn-Dana aporan capaian
2 [12 o |20 1o |5 e plap a " Penatausahaan Arsip kebautu han layanan 90 % 5 Dokumen | 90 % 53,622,700 i pelap a 90 % 130,000,000
Dimamis pada SKPD dan kKeuangan sesudi i N . - Alokasi kimarja dan
inamis pada SKPD administrasi parkantoran
katertuan Umwum keuangan sesua
katentuan
2 |12 |01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Dasrah Penunjang Urusan Pemerintah Dasrah 1,681, TOBR 700 1,700,004, 000
Persentase
Pengadaan Kendaraan Dinas| pelaporan copsian kinega | A27lah Unét Kendaraan | Tarpanuhinya Sarana dan | Z10 0T i relaporan capsian
z |12 |o1 |z07 |0z gk pelap P 203 Dinas Ciperasional atau prazarana Layanan ] g 50 % 1 Unit a0 %% 529993700 - pefap P 90 % 525,000,000
Operasional atau Lapangan | dan keuangan sesuai . Eidul, Alokasi kirarja dan
Lapangan yvang Disediakan | Adrmminduk o
Eeetertsan Subeagalib Urnurmn keuangan sesua
ketentuan.
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Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Garut

Unit Qrganisasi : 2.12.0,00,0,00,01.0000 Dinas K el ek dan Peng Sipil Tahun 2023
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas K dam P Sipil
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Talwn 2024
Urusan/ Bidang Urusany Target Capaian Kinerja & Targe: Capaian Kinerja
HKode Pragram/ Kegiatan,/ Sul Lokasi Output Kebutuhan Dana/
Kegiatan Capaian Pr 1 Suly Hasil Kegiatan inta P Kekiaram Hasil Pagu Indikatif (Rp.} | Sumber Dana | Penting Indikatif
HKaegiatan Pragram Sulls ; Tokk Ukur Target Pagus Rp)
Kagiatamn
Persentasa
Persentass perreruhan Terpenuhinya Sarana dan Kak. Garut. Dana Transfer pemenuban
2 |12 |o1 |z07 |os |Pengadaan Mabal pelaporan capaian kinerja | Jumlah Paket Mebel yang | o oo o Taragang 90 % 85 mz a0 171,a80,g0g| Hrmm-Bana pelaporan capaian | o1 o 175,000,000
dan keuangan sasuai Disediakan P Kidul Alokasi kimarja dan
etertsan Subcagalib Umurmn keuangan sesux
ketentuan.
Persentase
Pengadaan Peralatan dan Peflzer;::s:cie:'i:u:::r Jumlah Unit Peralatan dan | Terpenuhinya Sarana dan :::rh Ga"ru:, .Jm:r:;-;:nr:r pe::E::Ja::::‘a adan
2 |12 |o1 |zo7 |os g=daa pelap paisn KIRela |y yesin Lainmya yang prazarana Layamnan arogong 50 % 1 Unit e 979,835,000, - pelap P 90 % 1,000,000,000
Mesin Lainnya dan keuangan sasuai . Eidul, HAlokasi kirarja dan
Disedeakar Adrrminduk .
ketentuan Subkagalib Urmurmn keuangan sesusi
kerentuan.
2 (12 |07 |2.08 yedi Jasa I WUrusan Pernerintabhan Daerah 729,682,550 820,000,000
Persentace
P i ] g " !IE miase pe . nu:arl . Jwnlah Laporan Persentase pemenuban :ab. Ganut, [j = T":;:ﬁ?r erﬂeﬂl.lhan -
2 |12 |o1 |zos fo [TEneSiaan dasa Sura perlaparan capaian KInsna | g e diaan Jasa Surat kebutuhan layanan orogong 50 % 1 Laporan | 90% 244,164,000 o HmoHana PEIIRArAN EARMAT Y 40 % 350,000,000
Mempurat chan kelangan sesuai o . Kidul Mlokasi Kirerja dan
Menyurat administrasi perkantoran .
ketentuan Sukagalih Umum keuangan sesuas
ketentsan
Persenta N hemlah Laporan Kb, Garut s Toanafer l’e-‘sem I'|t.a:n
Penyedisan lasa I“ =8 P uk.a . Penyediaan lasa Persentase pemenuhan Ta - LA U - ';: WI e
2 |12 |o1 |z08 [02 [Korunikasi, Sumber Daya | FEAROMAN capatan Kineda - nikasi, Surber Daya | kebutuhan layanan Aroseng 50 % 1 Laporan | 90 % 205,606,800 ST HAna PEIARCATEn COpman ¥ ao o 275,000,000
- dan keuangan sesal . . o . Eidul Alokasi kimarja dan
Air dan Lis Air dan Listrik yang administrasi perkarboran -
ketentan . Sukagalibh Umum keuangan sesuad
Disediakan S
Fersentasa
Persentase permenuhan Jhsmilah Laporan Eab. Garut. Dana Transfer pemenuban
n
Penyedisan lasa Pel ran laporan capaian kimsrja P fisan Jasa Pelaysnan Persentase pemenhan Tarn n Urnurn=DCuans laparan capaian
e anta pelap -] rj e ¥ ogong pelap B
2 (2 |0 (2o |04 kebutuhan layanan . S0 % 1 Laporan a0 % 178,906,750 50 % 195,000,000
Uimm Kartor dan keuangan sesual L Kambor wang sciministresi parkaroran, Kidul Alokasi kimerja dan
katentuan Disedeakan ) Sukagalih Umum keuangan sasuad
ketentuan
Z (12 |01 |Z.09 Pemeliharaan Barang Mikk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28T, 670, 00D T4, 000, 000
Penyediaan lasa smmish Kerdaraan Parsertais
Pemeliharaan, Biaya Persentase pernenuhan P i N P . Kab. Garut, Dana Transfer pemenuhan
Pemeliharaan, dan Pajak pelaporan capaian kinarja rangan Linas avau RS T aTAn Tarogong Urnum-Dana pelaporan capaian
2 |12 |41 (202 |01 . Kendaraan Dinas labatan kebutuhan layanan . 90 % AZ Uit a0 s 19,400,000 . N . 90 % Z4, 000,000
Kendaraan Perorargan dan keuangan sesuai P N Kidul. Alokasi kirezrja dan
. " wvang Dipelihara dan administrasi perkantoran "
Dinas atau Kendaraan Dinas | ketentuan y . Sukagalilh Uriwrn KELBMGAN S8yl
dibayarkan Pajaknya
labatan ketentuan
N N Persenlbase
Penyediaan lasa Jhsmilah Kendaraan Dinas
e " Persentase pernenuhan . Eak. Garut. Dana Transfer pemenuhan
Pemeliharaan, Biaya | an i Kimari Operasional atau Persentase pemenuban Tar n —— \ f— -
2 |12 |o1 |z09 |02 [Pemeliharaan, Pajak dan pelaparan capaian BIeEUa - o angan yang Dipelinara | kebutuhan layanan ropong 90 % 42 Uit a0 121,740,000 CmUmoAna pelaparan capasa 90 % 75,000,000
dan keuangan sesuai . - ; Kidul, Alokasi kirerja dan
Perizinan Eendaraan Dinas dan dibayarkan Fajak dan administrasi perkantoran,
Operssianal atau Lapangan erentuan Pesizinanmya Sukagalih Urnurn KeLANDAan secuad
ketentuan
Persentase
era sk L4 3 Drana T
PemeliharasnsRehabilitasi ""Iﬂnt’“e perm "“k_a" ) Jmlah Gedung Kantor dan | Persentase pemenuhan T’k"' Garut, 0 . ';';sf'e' D'E:“E'""'ha" i
2 |12 |o1 |z0% |08 [Sedung Kantor dan perlaparan capaian KInena | g o inan Lainnya yang kebutuhan layanan aropong 90 % 1 Unit e 100,550,000 S HmoBana PEIARArAN CARMAT Y g0 o 110,000,000
chan keuanoan Lesusi e N : l o . Kidul, Alokasi kirsarja dan
Bangunan Lannya DipaliharaMirchakilitasi administrasi perkantoran,
etentuan Sukagalih Umum keuangan sesua
ketentuan
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Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut

Unit Grganisasi : 2,12,0,00,0,00,01.0000 Dinas Kependudukan dan Pene sipil Tahun 2023
Bwub Unit Organisasi : 212 .0.00.0.00.01. 0000 Dinas K dan B Sipil
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tatwn 2024
Urusan/ Bidang Urusan,/ Target Capaian Kinedja Catatan Target Capaian Kinerja
HKode Programy Kegiatan/ Sub Lakasi Output Kebutuhan Danas
Kegiatan Capaian Pr 1 Suly Hasil Kegiatan Ehutp Kehiaran Hasil Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana Penting
Kagiatan Program sulbs ; Tekk Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kagiatan
Persentasa
Jwmlah Sarana dan
Pemefiharaan/Rehabilitasi Persentase permenuban wan ! Kak:, Garut, Diana Transfer pemenuhan
Sarana dan Prasarana laporan capaian kiner) Prasarana Gedung Kantar Persentase pementhan Tarogon Urinuri-Dana laporan capasan
2 [12 |o1 |20 |10 ' pelaporan capaian kinega | o pongunan Lainnys kebutuhan layanan ; 9 50 % 1 Unit a0 % 46,160,000 = pelaparan cap 50 % 55,000,000
Gadung Kantor atau dan keuangan sasuai an aclrninisteasi perkantoran Eidul Alokasi kimarja dan
Bangunan Lasnmya ketertuan Elihharaﬂmqmmm Sukcagalih Urnum keuangan sesua
ketentuan
2|12 |02 PROGRAM PFEMDAFTARAN PENDUDUK 1,451,677, 000 1,470,000, 000
2|12 o2 |2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1,457,677 7000 SE0.000, 000
Juwmilah Dokwmen Hasil Persentase
Kab. Ga Cana Transfe
Pendataan Penduduk Mon | Persentase penesh Pendataan Penduduk MNan it " . panerbitan
Kepemilikan Kartu ldentitas | Tarogong Urnurm-Dana
Z2 |12 |0z |20 |37 |Permanen dan Rentan diokurnen atas pelaparan Perrmarnen dan Rentan kepandudukan gidul o0 % 1 Drakurmen a0 % 70565100 Alokasi whokourmen atas 90 % S0, 000,000
Adrministrasi Kependudukan | peristiva kependudukan Administrasi e Sulagalib Urmsurn pelaporan peristiva
Kapanduedukan kependuducan
Jwmlah Dokuemen Hasil Kab Garut, Drama Transfer Fersentase
Pencatatan, Fenatausahaan | Fersentase penerbisan Fencasatan, Penatausahaan Kepernilikan Kartu Identitas | Tan . g Urmurn-Dhana pererbitan
Z |12 gz | 207 |02 |dan Pererbitan Dokemen coburnen atas pelaparan dan Penerbitan Dofsurnan kepe dukan idul o0 % 4000 Dakury&o 55 125,000,300 Alokasi diclourten akas 90 % 130,000,000
Anas Pendaftaran Pendudulk | peristivea kependuduban Anas Persdafiaran Sukagalib Fa— pelaporan peristiea
Penduduk : kependudislan
Jwmilah Dokumen
Pencatatan, Penatalsahaan
dan Penerbitan Dolourman
Aras Pelaporan Peristiva
Kapandedukan K1a
Juwmlah Dokwmen Persentasa
Pencatatan, P 13 k Kab. G Dra Ter Fe
daI:‘-Pe:-er: L:r:mDoa:urr:?n Perzentars peneehitan Pencatatan, Penatauzahaan Kepemilikan Kartu ldentitas ':r dr:UL 55000 Dokurgen i 'r::'n lI::I:::r\ar panerbitan
i i oo o
2 |1z |oz |20 |os A';s Felaparan Pcri;l:iwal dokurnen atas pelaporan | dan Penerbitan Dokurnen ke'; dL:kanl . ! il 9 50 % 255000 Dokufrifin 1,256,111,800 “;Dk;si dokeurnen atas 80 % TE0,000,000
Keperdudulan peristiva kependudukan Aras Pelaporan Peristiwa Sukagalib 155000 Dokufren Urmurn pelaporan pernistiva
Kapeandudukan KE kependuducan
hemilab Dokumen
Pencatatan, Penatausashasn
dan Penerbitan Dokumen
Aras Pelaporan Peristiwa
Kependudukan KTP
2|12 |03 PROGRAM FEMCATATAM SIPIL 2,425,060, 000 2, 200,000,000
Z |1z (03 |2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 2,425,060, 00 2,200,000, 000
Pencatatan, Penatausabaan antase peneritan Jm::r'mzik F'en:t::i:allha.an Eab. Garut, Drana Transfer Ww:::a;
dan Pererbitan Dokumen " ) - N ' Pemarbitan Akta Tarogon Urnum-Dana
2 (12 [oz (2o [ou |5 = e dokurnen atas pelaporan | dan Penerbitan Dokurnen = o o 9 90 % 100050 Dokufradkta 242s060800) o dokournen atas 90 % 2.200,000,000
Atas Pelaparan Peristiwa st e Aras Pelaporan Peristivg Pencatatan Sipil Eidul Alokasi laporan pestia
Panting peristiva penting Pelaporar v Sukagalih Urnam pelaporan per
Penting panting
2 [z |04 PROGRAM FENGELOLAAN INFORMASE ADMIMNISTRASI KEFEMNDUDUKAN 2,754,927 450 2.774.389.820
2 [12 |04 | 2.01 Pe ] Data Hepes dan dan Penyajian Database Kependudukan 2,456,880, 00 2,450 389,820
Persentase
Persentase pengelolaan pengelolaan dan
Pengalshan dan Peryai ::r pt; el l:han d:ta base | unlah Dekimen Data Persentase Kefasama Kab. Garut, [:J'a"“ T:;':f‘?f : golahan data
2 |12 |o4 |200 oo [TEngelahan dan Fenyagpan FREIC LML T Kependisdukan yang Pemanfaatan data wrogong 100 % 2 Dokumen | 100 % 464,034,800 ©TUTOHARA = 100 % 454,035,000
Diata Kependudukan terfasilitasinga - P Kidul. Alokasi kependudukan
Criclah dan Disajikan Kependudukan . .
pemanfaatan data Sukagalih Urmam serta terfasilitasinma
kopendudukan pamanfaatan data
kependuduican
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Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut

Tahun 2023
Unit Qrganisasi : 2,12,0,00,0,00.01.0000 Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00:00 Dinas K dan Penc Sipil
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Wrusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
HKode Programy Kegiatan/ Sub Lokasi Output Keba c.am: Kebutuhan Dana/
M Capaian P kel Sub Ki Hasil Kegiatan Aram Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Pent
Kegiatan ) Kagiatan Program Sulbs HT‘“ R Tolak Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Keglatan
Persentase
Persentass pengelolaan pengelolaan dan
) ) an pz\gﬁl:ahan date base Jsmlah Dakimen Kara Parsentase Kerasama r_(al::. Garut, Dana Transler E:\golahan data
z |12 |o4 |z01 |0z [FE13 33ma Pemantastan kependugulan serts Sama Pemanfaatan Data | Pemanfaatan data arogong 100% ALsporan | 100 % 74,98a,g0g| Hrum-Dana - 100% 77,500,000
Data Eependudukan terfasilitasinya Eidul Alokasi kependuducan
Kependsdukan Kependiudukan . . .
pemanfaatan data Sukagalih Urnurn serta terfasilitasirga
kependudulan pamanfaatan data
kependudiscan
Persentase
Persantase pengelolaan pengelolaan dan
Inventarisasi Data untuk :ar' p-(;ngoml.::an r.laL:a base :Imhl: Itapl?r;n:an: ) Persentase Kerjasama Enh. Garut, ill.tna T".::‘r:hnr Engolahan dlata
2 [12 |o4 |20 [03 |Kepentingan PFembangunan | Z5P57C s [resriLAriss] s wrid Pemanfaatan daza aromeng 00 % Jlaporan [ 100% 1,817.854,800) JTHTTEANE = 100% 1,817 BE4,820
Dagrah terfasilitasinga Kapentingan Kepienusdulan Eidul, Alokasi kependudskan
pemanfaatan data Pembangunan Daerah Sukagalih Urmumn serta terfasilitasirya
kependudukan pemanfaatan data
kependudukan
2 [12 |04 |2.03 yelengga kalaan Inf Administrasi Kependudukan 213,399,600 225,000,000
Fersentase
Fersentasa pengelolaan pengelolaan dan
o han data b X h Dok Kab. G Dana Tr fe han dat:
pertangaraan s b | prlen Dok | s pamaaan |52 ot f b
2 |12 |04 202 |04 |Pemanfaatan Data P . e Data kependusdulan Oleh & 50 % 1 Dokumen | 100 % 85,459,800 50 % O, D00, 000
[———— terfasilitasinya Fermanfaatan Data i Eidul Alokasi kependudukan
pemanfaatan data Kepandudukan Subkagalih Urnum serta terfasilitasina
kependudulcan pemanfaatan data
kependudukan
Persentase
Persentase perngelalaan . pengelolaan dan
N . Jmilab Dokemen Hasil
Komunikasi, Informasi, dan | dan pengolahan data base o : Eakb, Garut, Dana Transfer pengelahan data
Edukasi kepada Pemangk koo dudulcan sert Kormunikasi, Informasi, dan | Persentase pemanfaatan Tan . T —— ba
z [12 |oa |zos [y | O R angku PIELCRIEN i Edukasi kepada Pemangku | Data kependudukan Oleh Brogong 90 % 1Laporan | 100 % 127,900,000 Thana o 50 % 135,000,000
Kepentingan dan terfasilitaginys Kepentingan dan SHPD Kidul Alakasi kependudukan
Masyarakat pemanfaatan data s m___gm Sulagalih Urnum serta terfasilasirya
kependudulan ol pamanfaatan data
kependuduican
2 |12 |04 |2.04 Pembi dan P P ol Informasi Admini: Kep Jucul a4 638,050 S0, 0:0:0, 000
Persentase pengelolaan Jumiah Laparan Hasil :;I:I:n dan
Bimbi Teknis Terkait e Bimbi Tedenis Terkait
imigEAn @k - dan pengolahan data base miinggan, ks Rark Ealy, Garut, Dana Transfer pengolahan data
Pengelolaan [nformas . [ o Pengelclaan [nforrmasi " saliditas Dt _ | Da b
2 [12 |04 204 |03 | Administrasi Kependudukan | PN C UERAM SETTR Administrasi perzeriase Validitas Lata arcgong 1W00% 1Laporan | 90% 4638050 moLAna o 100% 20 0a0,000
tarfagilitasings kepansdudukan Kidul. Alokasi kependuduican
dan Perdayagunaan Cata f dat Kependudukan dan s i u terfasilitas)
Koz clichlios pemanfaatan data A ——— ukagalih i serta terfasilitasirga
kependudukan kepend stukan pemanfaatan data
kependudukcan
TOTAL 24874 414 BER2 25, 500,089,820
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Tema
pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 “Peningkatan Pelayanan
Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta
Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang memuat rancangan tujuan
dan sasaran, serta pendanaan indikatif program kegiatan. Rencana Kerja
(Renja) 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Pagu Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada
unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut.

Rencana Kerja (Renja) yang disepakati harus menjadi acuan bagi
unit kerja bidang maupun sekretariat sehingga tercapai sinergitas dalam
pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang kependudukan.
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai
berikut :

1. Bagi Unit Kerja Bidang, Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan
pedoman dalam menyusun kebijakan bidang Kependudukan dan
Pencatatan sipil, berupa kerangka anggaran dalam penyusunan
PPAS, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut
Tahun Anggaran 2023.

2. Bagi Unit Kerja Sekretariat, Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan
pedoman dalam menyusun kebijakan pendukung kegiatan
administrasi perkantoran, berupa kerangka anggaran dalam
penyusunan PPAS, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan
harmonisasi pelaksanaan setiap program kegiatan, maka dalam
rangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja bidang
maupun unit kerja sekretariat perlu membuat PPAS, RKA dan DPA
Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :
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a. Uraian penggunaan PPAS, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2023,
yang merupakan program kegiatan untuk mencapai prioritas
pembangunan bidang Kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Uraian penggunaan PPAS, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2023,
yang merupakan program kegiatan untuk mencapai prioritas
pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap unit kerja
bidang maupun sekretariat melakukan pemantauan pelaksanaan
kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan
melaporkan hasil-hasil pemantauannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap unit kerja bidang maupun
unit kerja sekretariat wajib melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran
kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana
alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA, serta kesesuaiannya
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang

direncanakan dalam Renja, seluruh jajaran aparatur di lingkungan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya menerapkan

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipati

dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN
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